
WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 

PERAT'URAN DAERAH KOTA TUAL 
NOMOR OG TAHUN 2017 

TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TUAL, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggo ta 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pelaksanaan 
hak kcuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimnaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Tual 

Mengingat 1. Undang-Undang Noror 60 Tahu 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I 
Mauku [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Normor 111,  Tambahan Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1645]; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku [Lembaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 4747), 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 2, Tarbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4810), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tarobahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), 

Menimbang 



• 

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran 
Negra Repubtik Indoncso Tahon 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norr 5234, 

6. Undang-Undang Noror 17 Tahu 22014 tentang Majetis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perawakilan Daerah, dan Dewan erwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik inonesia Nomnoe 5568], 

7,Undang-Undang Noror 23 Tahu 20I4 tentang 
Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nmor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 5587) sebagaima.na 
telah diubah beberape kali, terakhir dengan 
Undang- Undawng Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Udang-Un@dang Nor6r 23 Tun 2014 

tentang Pomenintahan Daerah tLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Norr 5679), 

8. Peraturan Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578], 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lemharan Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 5104), 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Ang@ota 
Dewan Perwakilan Raleyat Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057]; 

It Peraturan Menteri Dal@m Negeni Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedomsn Pengelolaan Kcuangan Daerah, 
sebagaurana tclah diatah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Kcuangan Dacrah [Brita Negara Republik Inoncsia 
Tahun 2011 Noror 310) 

12.Peraturan Menteni Dalam Negen Noror 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]; 

13 Peraturan Menteni Dala Ncgtri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompoka Kemarpuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dn Pertanggngiwahan Dana 
Operasional Penganggaran dan Pertanggungiawaban 
Pengeunaan Belanja enunjang Operasional, 



• 

4 Peratruran Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tua! Tahun 22016 
Nomor 88, Tanbahan Lembaran Dacrah Kota Tua! 
Noor 7096); 

Dengan Persctujuan ersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL 

Dan 

WALIKOTA TUAL 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PEATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATI PIMPINAN DAN ANGOOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL 

BAB t 

KETENTUAN UMUM 

Pas.al 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima'sud dengan 

l, Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Daerah Kota Tual. 

2 Wahkota dalah Walikota Tual. 

• Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, sclarutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kota Taal 

4, Pipinan Dewan Perwakilan Rakyat Decrah, sclaniut disebut Pimoinan 
DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ktua dan Wakil 
Ketua DPRD KOta Tual scsuai peraturan perundang-undangan 

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggot 
DPRD adalah pejabat darrah yang memegang jabatan anggoto DPRD 

Kota Tual sesuai peraturan perundang-undangan. 

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanutnya disebut 
Sekrctariat DPRD adalah Sekrctariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrab 
Kota Tual 

7 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 
Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwekilan Rakyat Dae.reh 
Kota Tual 

8. Lang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
ir.pinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudt kannya scbagal 
Pinpinan dan Anggota pRD 

9. Uang paket adala.h uang Yang diberikan sctiap Dulan kepada Fipin@un 
dar. Anggote DPRD dalam menghadiri tan mengkuri rapat-rapat dinas 

I0.Tunjangan jabatan adaah uang itng diberikan ctiap bulea kepada 
Pimpiran dan Anggota 9pR karena kedudukannya sebagai Ketua, 
Wakil Ketua, dan Ang@ota DPD 

11 Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang dibenikan sctiap 
bulan kepada impan dan Anggota Dpg sehubungan dengan 
kedudukanya sebaga Keta, Wail Ketua, Sekertaris, Anggota Badan 
Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan 
Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat 
kelengapan lain yang diperlukan dan dibentuk olch rapat paripurna 
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12.Tnjangan alat ke'engkapan lain adalah unjangan yang diberikan 
kepada impinan dan Anggota DPRD schubungan dengan kedudukannya 
sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus 
yang tidak bersifat tetap yang diperlkan dan dibentuk oleh rapat 
paipuroa untuk membahas hal bcrsifat tertentu dan krusus 

13.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKl adalah ang 

yang diberikan kepada Pimoinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka raendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD 

14.unjangan reses adalah turjangan yang diberikan kepada Pimpinen 
DPRD dan Anggota DPRD eliap mclakukan reses 

15.unjangan kcscjahtcraan adalah tunjangan yang diberikan kepada 
Pirpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan keratian, pakaian dinas dan atribut, rumah 

negara an perlengapannya, kendaraan dinas jabatan bag pumpinan 
DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan 
transportas bagi Anggota DPD 

16.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada impinan dan 
Anggota DPRD yang meninggal duia atau mengakhiri masa tugasnya 
setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat 

17 Dana Operosional Pimpinan DPRD, selanjutnya discbut Dana 
Operasional adalah dana yang disediakan impinan DPRD sectiap bulan 
utuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan 

representasi pelayanan, dan keburuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas impinan pRD schari-hari 

18 nggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata al 

BAB II 
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DpD terdri atas 

a. uang representasi, 
b tunjangan keluargd, 
c. tunjangan beras, 
d. ang paket; 
e. tunongan jabatan, 
f tunjangan alat kelengkapan, 
g tunjangan lat kelengkapan lain, 
h. tunjangan komumikasi intensif; dan 

tunangan reses 

Pasal 3 

(I) Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagairmana dimaksud dalarn 
Pasal 22 huruf a, hu-uf b, hurufc, huruf d, hurut e, huruff, dan huruf g 
dibebankan kepada APBD 

(2% Pajak penghaslan sebagaimana du.aksud dalam asal 2 huruf h dan 
huruf i dibebankan kepada Piapman dan Anggota DPRD yang 
bcrsangkutan 

(3 emnbcbanan pajak sebagaimana dimnaksud pada ayat (l] dan ayat () 
dilakukan sesua dengan poruandang-undangan 



Bagian Kedun 
Uang Representasi 

[ 1) Pimp.nan dan Anggota D?RD berhak remperoleh ang representasi 
sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

[2) Uang representasi sebagaimans dimaksud pada ayat (l) diberikan sctap 

buian 

Pasal 5 

(I)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Waliota 
(2) Uang represcrtasi Wakil Ketua DpRD sebesar 80% (dela pan puluh persen) 

dari uang representasi Keta DPRD 
(3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (uju puluh Lima persen) 

dari ang representasi Ketua DPRD 

Lagian Ketiga 
Tanjangan Keluarga dan Tunjangan Beras 

(I Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dean 
tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurf b dan 
huruf c 

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pauda 
ayat (I) diberikan setiap bulan. 

(3)Besaran tunangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) adalah sama dergan tunjangan ketuarga dan tunjangan 
beras bag pcgawai aparutur sipil nepera esuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

Bagan Keempat 
Uang Paket 

(2)Pirpinan darn Anggota D D  berhak merperoteh uang paket 
sebagaimnana dimaks.d dalam Pasad 2 huruf d 

(2) Uang paket sebagairana dimaksud pada ayat (I] dibenikan setiap bulam. 
() Lang paket scbagaimana diroaksnd pada ayat [lj sebesar 10% (sepulh 

persen} dari uang representasi yang bersangkutan 

Bagan Kelima 
Tunjangan Jabatan 

1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan 
scbagairana dimaksud dalam Pasal 2 hurufe. 

[2) Tunjangan jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (] dibenikan setiap 
bulan 

(3 Tuajangan jabatan sebagaimnana dimaksud pada ayat (I] sebesar 145% 
(seraus rmpat puluh lima person) dart uant representasi yang 
bersangkutan 



Bagian Keenam 

Tunjangan Alat Kelengkapar 

Pasal 9 

(1 Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah 
Korrisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan eraturan Daerah, dan 
Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan 
sebagaimana dimaksud dalarm Passl 2 huruff 

(2) Tunjangan alat keler.gkapan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana 
dimaksad pada ayat (I) diberikan sctiap bulan. 

t3) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pads ayat (l) 
diberkan dengan ketentuant 
a, untuk jubatan ketua, sebesat 7,5% (tu;uh koma ima persen] dari 

tunjangan jabatan Kua DPRD; 
b. untak jaoatan wakl ketua, sebesar 5% [lima persen) dari tunjangan 

jabatan Ketua DPRD; 
c. untuk jabatan sekrctaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjanga 

jabatan Ketua DPRD; dan 
d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan 

jabatan Ketua DPRD 

Dagisn Ketujuh 
Tanjangan Alat Kelcngapan Lain 

Pasal 10 

(1 Pimpinan dan Anggot DRD yang duduk dalam elat kelengkapan lain 
berhak memperoleh runjangan alat kelengkapan lain se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf g 

() Tunjapgan alat kelengkapan luin sebagaimana dimaksud pada ayat (I] 
diberikan setiap bu'an. 

(3) Besaran tunjangn alat keleogkapan lain sbagaimana dimaksud dalam 
Pasl Io ayat (l) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran 
tunjangan alat kelengkapan lain 

(4) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dan ayat [2 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan 
mclaksanakran tug8S 

Bagan Kedelapan 
Tunjangan Komunikast Intensif 

Pasal I1 

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD Liberikan 
Tunjangan Komurikasi Intensif sebagaiaman dimaksud dalam Pasal Z 
hurufh 

Pas.al 12 

fl} Tuanjangan komunikati intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasa + 

diberikan sctiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah. 

(] Kemampuan keungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
ditentakan berdasarkan hasl perhitungan atas besaran pencapatan 
umum daerah dikurangi dergan belanja pcgawar aparatur sipil negara 
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Pasat 13 

(l) Kerampuan kcuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat [Z) terdiri atas 3 (iga) kelorpck, yaitu. 
e. tngg, 
b sedang;dan 
¢. rendah 

(2 Pember:an tunjangan komurikasi intensif sebagaimana dimaksud dalamn 
Pasal I dlakukan dengan ketentuan : 

a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud 
dalearn Pasal 13 ayat fl) huruf a, paling banyak 7 [tujuhj kali dari 
uang representasi Ketua DPRD; 

b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang scbagairana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (I) huruf b, paling banyak 5 (Lima) kaii dari uang 
representasi Ketua DPRD; dan 

c. untuk kelompok kemampuan dacrah rendah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (l) huruf c, paling banyak 3 {tiga) kali dari uang 
representasi Ketua ppRD. 

Pasal I4 

tl) Data yang digunakan scbagai dasar perhitun@an kcmampuan kcuangan 
daerah sebagaimana dimaksud delam Pasal 13 ayat (I) diatur tebih lanjur 
dengan Peraturan Wahketa 

(2) Ferhitungan kemampuan keuangan daerah sebagairana diraksud 
pada syat {I) dilakukan oleh Tim Anggarar, Pemerintah Daerah Kota T:al. 

Bagan Kesembilan 
Tunjangan Reses 

Pas0) 15 

Setiap melaksanakan reses, Pimpinar. dan Anggota DpRD diberikan 
tnjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan 
mnempertimbangkan kemarpuan keuangan daerah 

Pasal 16 

Ketentuacn mengenai pemnberian tunangan komunilasi intensif «ebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
pomberian tunjangan reses. 

BAB III 

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN 
DAN ANOTA DPRD 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal IT 

(I) Turangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD verdiri atas · 

a arnan «esehata, 

b. jaminan eelakaan kerya, 

c. Jarninan kmnatian, dan 

d pakaian dinas dan atribut. 



[2] Selain tunjangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD 
disediakan unjangan kesejahteraan ber0pa 
a. rumah negara dan perlengkapannya; 
b. kendaraan dinas jabatan; dan 
c belana rumah tangga. 

[3] Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat [l), Anggota DPRD 
dapat discdiakan unjangar kesejahteraan berupe : 
a. rumah negara dan perlengkapannya, dan 
h. tunangan transportasi. 

Bagian Kedua 
damnan Kesehatan 

Pasal 18 

[l) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I/ ayat (lj 
hurut a cibcrikcan dalam bentuk iuran kepada Badan Penye.enggara 
Jaminan Sosial Kesehatan sestai peraturan perundang-undangan 

) Jaminan kesehatan scbagamona dimaksud pada ayat (lt juga 
terraSuk suarui/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Pasal 19 

tl) Selain jaminan kesehatan ebagaimana dimnaksud dalam Pasal 18 
ayat [1), Pimpinan dan Anggota DPRD disodiakan pemeriksaan kesehata; 
Yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan 
pelayanan kesehatan yang diberikan a.eh Badan Penyelenggara daminan 
Sosial Kesehatan. 

(2] Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilaksanakan I {[satuj kali dalam i (setu) tahun dan dilakukan dalam 
negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak. 

(3; Ketcntuan lebih anjut mengenai pemeriksaan kcsehatan sebagairana 
dimaksud pada ayat(l diatur dalam Peratran Walkote Tual. 

bagian Ketiga 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jarinan Kematian 

Pasal 20 

(l Jarinan «ecclakaan kerja dan jaminan keratin sebagauimana dimaksued 
dalam Pasat I7 ayat (l) huruf b dan huruf diberikan dalam bcntuk 
iuran kcpada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
sesuai peraturan perundang-undangan 

() Jarinan kecelakaan kerja dan jarinan kematian scbagairana dimaksu' 
dalam Pasa! t? ayat (l) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dcngan 
aminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesai dengan 
etentuan pcraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pakaian Dinas dan Atribut 

Pasal 2I 

(lJ Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat [) huruf c diberikan pakaian dinas dan atribut 



(2 Pakaan dinas auribut sebagaimana dimaksud pada ayat (l} terdiri atas 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua] pasang dalam l [satu) tahun, 
b. paksin sipil resmi disediakan I (satu pasang dalam ! (satu) tahun, 
c pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (ima) tahun; 
d pakaian dinas harian lengan panjang disediakan I [satu] pasang 

dalam I (satu) tahun; dan 
c. pakaian yar.g bercirikan khas daerah discdiakan l (satut pasang 

dalam I (satu) tahun. 

(3) Pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disediakan sesuai dengan pcraturan perundang- undangan dengan 
memportimbangkan prinsip elisiensi, efektifitas, dan kepatutar; 

Bagian Kelima 
Tunjangau Rucnah Negara dan Pericagkapanya Sert 

Tnjangan Kendaraan Dinas Jabatan 

Pasal 22 

(I) Pimpinan DPRD discdiakan rumah negara dan perlengkapannya serta 
kendran dir.as jabaroan cbgaitacna dimakosud dalam Pasad IT yat (2) 
hurufa dan huruf b sesuai standar peraturan perundang-undangan 

(2) Rumah neg@ra dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud da.am 
asad 17 ayat (3] huruf a dapat disediakan bag Anggota DPRD sesuai 
stander berdasarkan kctcntuan peraturan perundang-undangan, 

[) emakaian rumah negara dan perlengapannrya serta kendaraan dinas 
jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (I] dan pemakaian rumah 
negara dan perlengkapannya sebaga.mana dimaksud pada ayat /2) 
dilakukan scsua dengan ketentuan peraturan perndang-ndangan. 

() Pemeliharaan rumah negara dan perlengapannya serta kendaraan dinas 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat [l) dan pemakaian ruman 
negara dan perlengkapannva scbagaimana dimaksud pada ayat [2J 
dibehankan pada APBD 

Pasal 23 

(I) Dalam had Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumaah 
negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib 
dikembakan dalam keadean baik kepada Pemcrintah Daerah paling 
larbat 1 (satuj bulan sejak canggal berhcnti atsu berakhirnya 
mesa bakti 

(2] Dalam hal Arggota DPRD yang disediakan rumah negara dan 
perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakt, rumah. negara dan 
perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaar: baik kcpada 
Penerintah Daerah paling lambat I (satu} bu.an scjak tanggal berhenti 
atcu berakhirnya masa bakti. 

Passl 24 

(l) Rumah negara dan pcrlcngkapannya serta kendarann dinas jabatan yang 
disediakan scbagaimana dimaksud dalam Pasal Z2 tidak dapat disewa 
belikan, diguna asahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah status 
hukumnya 

(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan 
sebagaimana diraksud pada ayat (1) tidak dapat diubah. 



Pas.al 25 

(I Dalam hal Pererintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara 
dan kendaraan dinas jabatan bagi Pirpman DPRD stbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan 
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 

[2 Dalam had Pemerintan Daerah be:um dapat menyediakan rumah negara 
bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasad 22, kepada yang 
bersangkutan dapat iberikan tunjangan perumahan, 

(3) Tanjangau perurahan dan tunjangan transportasi bagi Pim pinan DP'RD 
scbagain.ana dimaksud pada ayat (lJ dibenikan dalamn bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 
sum pah/Jan) 

[4) Tjanga.n perumahan sebagaimara dimaksud pada ayat (2) dan 

tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasud 17 ayat (3) huruf b diberiken dala:n bentuk uangg dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 
sunpah/ janji. 

as6 26 

(I) Besaran tunjangan perumahar scbagaimana dimaksud delam Pasal 25 
harus memperhatikcan sas keparutan, leewayaran, rasion&lites, standar 
harga setempa yang berlalru, dan standr las bangnan dsn la.hen 
rurnah negara sesui deogan ketentuan per@turan perundang-undangat 

(2 Bcsaran tunjangan trar.sportasi sebagaimana dimaksud dalam asal 25 
harus mnemperhatkan asas kepautan, kewajaran, rasionalitas, standar 
harga etemnpat yang berlaku scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundan-undangan 

(3] B&saran turangan perumahan yang dibayarkan harus scsuai dengan 
standar atuan hatga sewa rarah yang berla.ku untuk standar rurah 
r.egara bag Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja 
listrik, air, gas, dan tclcpon. 

(4 Besaran tunjangan Lransportasi yang dibayarkan hrus sesuau dengan 
standar satuan hara sevwa kendaraan yang berlaku untuk standar 
kend@raan dinas iabatan bagi Pimpir.an dan Anggota DPRD, tidak 
teras.k biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas 
jabatan 

[5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Fimpinan dan 
Anggota DPRD tidak bolch melebihi besaran tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi Pimpinar: dan Anggota DPRD Provinsi Maluku 

(6) Kctcntuan lcbin lanjuat mengenai besaran tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportesi diatur dalam Peraturan Wal:kota Tual. 

Pasal 27 

Ramah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jab&tan 
sebagaimana dim~sud da'em Pasal 22 serta tunjangan perurahan dar. 
tunjangan transporrasi sehgaimama imaksud dalam Pasa 25 tidak dapat 
diberian kepada Fimpan dan Anggota DPD secara bersamaan 



Pasal 28 

[I) Bag suami dan/atau isti yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan 
dan/atau Anggota DPRD pada pPD kKota Tual hanye diberikan salab 
satu tunangar perurnaha. 

(2/ Bag; Pimpinan dan Anggota DPRD yang suauui atatu istinya .cnjabat 
sebagait Walikota Tual/Wakil Wahikota Tual tidak diberikan tunjangan 

perumahan 

Pasat 29 

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DRD yang diberhentikan sementara tidak 
diberikan tunjangan perumahan dar tunjangan transportasi. 

Bagian Keenam 
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD 

Pasa] 30 

(I Dalam rangka menunjang pclaksanan fungsi, tugas dan wcwenang 
Pirpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana 
imaksud dalan asal 17 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan 
kcmampan keuangan daerah 

(2 Belanje rumah tangga scbagairana dimaksud pada ayat ( digunakan 
untuk merenuhi kebutuban minimal rumah tangga Pimpinen DPRD 
yang dinanggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD 

(31 Dalam hal pimpinan DPRD tidak renggunakan fasilitas rumah 
dan perlcngapannya, tidak diberikan belanja rumah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa' 17 avat (2] huruf c 

Pasat 3t 

negara 
tangge 

Ketertuan mcngenai standar kcbutuhan minimal sebagaimans dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat [2) diatur letih lanjut dalam Peraturan Walikota 'Tual 
engan berpedoman ke pada peraturan perundang-undangan 

BAB IV 

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 32 

(I) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhir 
masa baktinya dibenikan uang asa pengabdan. 

(2] Besaran tang Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
discsuaikan dengan masa bakti Prpinan dan Anggota DPRD, dengan 
ketenruan 
a. masa balti kurang dari atau sanpai dengan ! {satu) tahun, diberilan 

uag jasa pengabdian scocsar {satu} bulan uang representssi, 
b. mnasa bakti sampai dengan 2 (dua] tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian scbesar 2 idua} bulan uang representasi; 
¢. masa bati sampai dengan 3 (tiga) tahun, dibenikan uang jasa 

pcngabdian sebesar 3 [tiga} bulan uang rcprsscntasi, 
d. masa bakti sampai dengan 4 (empat] tabun, diberikan uang jasa 

pcngabdian scbesar 4 iempet) bu'an uang representsi; dan 

1l 



c. masa bakti sampai dengan 5 [lira] tahan, diberikan uang jasa 
pengabdian sebesar S (lima) bulan atau paling banyak 6 {enam) bulan 
uang representasn 

(3) Dalan hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa 

pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diberikan kepada ahli 
wanisnya sesua; peraturan perundang-undangan 

Pasal 33 

(1} Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa 32 dilakukan serelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang 
bersangkutan diberhentikan dengan honrnat sesuai dengan ketentan 

pcraturan perundang-undangan. 

(2 Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak 
hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdin 

AB V 

BELANJA PENUNJANG KEOIATAN DPRD 

Bagan Kesatu 
Umum 

[I) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas» dan wewewenang DPRD, 
disedialan belanja penunjang kegiatan DPRD 

() Belanja penunjang kegatan DFRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l] 
berups 
a. program, 
b. dana operasional Pirpinan DPRD; 
e. pembcntkan kelompok pekar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; 
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 
e belanja seckretariat fraksi 

(3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2 disusun 
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dcngan peraturan 
perundang-undangan 

bagian Kedua 
Program 

Pasa! 35 

[l) Program sehagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat [ huruf a terdirt 
at%$ 

a penyelergsaraan rapat, 
b. kunjungan kerja, 
c. pengajan, penelaahan, dan pcnyiapan Perda, 
d. punirgkatan kapasitas dan profesionalisme sumber adaya manusia di 

lingkungan DPRD; 
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan 

kemasyarakatan; dar 
f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewcnang DPRD 

(2) Prograsa scbagaiana diaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam 
beberapa kegiatan dalam rencana kerja sestai peraturan 
perundang- undangan 
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Bagian Ketiga 
Dana Operasional impinan DPRD 

Pasal 36 

(I) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan den@an 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD 
diberikan dana operasional sebagaimana dmaksud dalam asal 34 
ayat (2] huruf b. 

(2] Dana operasional sebapaimana dimaksud pada ayat (I diberikan setiap 
bulan dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah 
eebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13. 

Pasal 37 

(l Penganggaran dana operasional sebagaimans dimaksud dalam Pasal 36 
disusun sccara kolektf oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagen 
berikut 

a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan kcuangan dacrah. 
lj tinggi, paling banyak 6 (enan] kali; 
2l sedang, paling banyak 4 {empat kali, 
3y rendah, paling banyak 2 idua) kah dan uang representast 

Keta DPRD; 

b. Wak.dKetua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah 
tinggi, paling banyak 4 (empat] kali; 

2 scdang, paling banyak 2,5 (dua koma Lima} kali, 
3, rcndah, paling banyak I,5 tsatu koraa lima} kah, dari uang 

representasi wakil ketu ppRD 

2 Pemberian dana operasional sebagaiman.a imaksud pada ayat (I] 
dilakukan setiap bulan dengan ketent.an : 

a.80% {delapan puluh persenj diberilan secara sekaligus antuk semua 
oaya atau discbur luarpsum; dan 

b. 2 0%  (dua puluh persenj diberikan untuk dukungen dans operasional 
lainnya. 

63 Dana operas.ona. sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dipergunakan 
untuk: 

a.representasi, antara las rnyarnpaik.an berbagai, informasi dan 
permasa'ahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dam 

mnemasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh AnggOta DPRD; 
b pelayanan, antara lain untuk pelayanan keananan dan transportasi, 

dan 
e. kebutuha lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, 

upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, 
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, 
musyawarah pmpman daerah, dan tokoh toloh masyarakat, mnenjad 
juru bicara pp dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ 
kelom pok rnasyarakat yang sifatnya nsdental. 

(] Penggunaan dana operasional sebagaimoana dimaksud pada ayat [) wajib 
memperhatikan asas mar.faat, e[ektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas 
sear peraturan perundang-undangan 

(5 Dalam hal terdapat sisa dara operasional setelah pelaksanaan ketentuan 
pembcran scbagammanad dimaksud pada ayat {) tidak digunakan sannpai 
dengan akhir tahun anggaran, ssa dana di.aksud harus disetorkan 
ke rekening kas umum daerah paling lambat tangga] 31 Deserbr 
tahun a0ggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan 
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Pas.al 38 

Pi=npinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan 
pnbads, kclompok, dan/atau golongan. 

Bagian Keempat 
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD 

Pasal 39 

(1 Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang 
tercermnin dalam alat kelengapan DpRD dan sesuai kebutuhan, Anggota 
DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengapan DPRD 
dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahl alat kelengkapan 
DPRD scbagarana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c. 

[2I Kelompok pakar atatu tirt ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimnana 
dimaksud pada ayat (] paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap slat 
kelengKapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 
Sekretaris DPRD 

(3 Pengadaan kclompok pakar atau tum ahhi alat kclcngkapan DPRD 
sebagaimana cimaksud pada ayat(l] dilakukan sesuzi dengan ketentuaan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasa} 40 

(Ii Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli ala; 
kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan 
ppRD atau kegiatan terteom DPRD dan dapat dilakukan dengan harga 
satuan orang han atau orang bulan. 

Ketentuan mengenai besaran kompensasr 
tim abli alat kelengkapan DPRD diatur lebih 
Walikota Tual dengan mncmperhatikan standar 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

Hagan Kelira 
Tenaga Ahli Fraksi 

Pasal 4) 

kelompok pakar atau 
lanjut dalam Peraturan 
kcahlan scsuai dengan 

() Untuk mendukung ugas fraksi, disediakan I (satu) tenaga ahi fraksi 
sebagam.ana dmaksud alam Pasal 34 ayat [2J huraf d 

[2) Tcage ali Lraks: diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 
Sekretaris DPRD 

(3) Pengalaan tenags ghli rsksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l] 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasad 42 

(I] Tenaga ahli fraksi sebagaimana diraksud dalam Pasal 41 diberikan 
kompensuasi dengan znetperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi 
dn sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

[2) Ketentuan mengenai bcsaran kompcnsasi tenaga ahli fraksi sebagaimana 
dmaksad pada ayat [l) diatur lebih anjut dalam Peratran Walikota Tual 
gesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 



Bagian Keenam 

Belanja Seckretariat Fraksi 

Pasal 43 

(I] B e an'a sekretarat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pass1 35 ayat (2) 
hurf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sestai dengan 
kebutuhsn DPRD dan sesuai dengan emampuan keuangan daerah 

(2] Belanja sekretariat 'raksi scbagaans damaksud pada ayat [l) terdiri 

al per.yediaan saura.na dan anggaran 

3 Penycdiaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 12) melputi ruang 
kerja pada sekretaria DPRD dan keelengkapan kantor sesnni dengan 
ketentuan peraturan peruncang-undangan dan tidak termasuk sarana 
mo blitas 

[4 Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat () meliputi 
pemenuhau kebatuha bclarja alat ulis kanor dan makan mnum rapat 
fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD 
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai 
poraturan perundang-undangan 

BAB VI 

PENGELOLAAN HAK KELANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DPRD 

(l Penghasilan, lunjangan kescjahteraan, uang jasa pengabdian ipinan 
dan Angota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan 
anggaran belan5a pp,p yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja 
dan Anggaran Satuan Kerja Peranglat Daerah. Sekretanat DPRD serta 
diuraikan kc dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan 
peruncang undanga 

(2) Pengelolaan aggaran belanja DPRD scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I] dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(] Am~gar bclaja DPRD scbagaumanna dimaksud pada ayat (l] merupakan 
bagian yang tidak terpiszhkan dari APBD 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa 45 

I) Pimpinan atau Anggota DPRD yang dioerhentikan sementara oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peratran perundang 
undangan tetap diberikan hak kcuangan dan administratif berupa uang 
representasi, ang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan 
kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

t2 Dalam bal mpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga 
puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD o;eh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang 
undangar, pelaksana tugas Pimpinan DPRD terscbut diberikan hak 
euangan dan administratif yang ipersamakan dengan Fimpinan DPRD 
definitif yang digantikan terbitng rulai tanggal I {satu} bulan 
berikutnva. 



Pasal 46 

Hal-hal yang belum diatr dalam peraturan daerah iri akan diatur lebih 
lanjut dalam peraturan walikota 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 47 

eraturan Wahikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ii 

ditcapkan pang lambat l isatu} bulac sejak Peraturan Daerah iri 
diundengkan 

Pesa] 48 

Pada saat Peratran Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tual 
Noor 06 Tahun 20I tentar.g Perubahan atas Peraturan Daerah Kola Tal 
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Darrah, 
wt panjang mengatur regrnaj hak keuangan dan administratif pimpinan 
dan arggta DPRD Kta. Tual dicabut dan dinya:akan tidakx berlaku 

Pac 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar actiap orang mengetahuinya, mcmerir.tahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatac.nya dalsm Lembaran Daerah Kota Tul. 
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ktober 2017 

Diuandangkan di Tual 
may8 toter 2017 
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PEN.JELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL 
NOMOR 06 TAHUN 2017 

TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIR IMPINA DAN ANGOOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL 

U'MUM 

Undang-Undang Nomor 3 Tahu 2014 entang Pemerintahan Daerah 
telah menegaskan babwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diaksanakan oleh DPRD dan Kcpala Daerah yang berkedudukan scbagar 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dberi mandat oleh 
rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan 
kepada daerah Sebagqi salah satu tnsur ponyclerggara pemarintahan 
daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nila-nilai dcmokratis dan 
rncpejangkKan aspirasi rakyat dan daerah. 

Tolak ukur keberhasilan DPD menjalankan amnanat rakyat tidak 
terlepas dari sumber daya manusia, integnitas, dan kredibilitas Pimnpman 
dan Anggota DPRD. Untuk menmjang hal tersebut, perlu dilakukan 
koordinas. antaura DPRD dan Peueinah Daerah agar terjdin hubungan 
yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain 
Perng.catan kerja sama secara kelembagan dilalsanakan me.ah 
keseimbangan antara mengelola diamika politik disatu pihak dan tetap 
mnenj@ga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola 
kcscimbangan pongelolaan pemerintahan daerah yang d~lakukan dapat 
memberikn mar faat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan 
rakyat di daerah tersebut. 

Untuk dapat berjalannya pola kcsirbangan pengclolaan pcmerintahan 
daeran perlu itunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan 
tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dar Anggota DPRD, 
selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembag 
perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengcmbangkan kchdupan 
derrokrasi, menjamin keterawakilen rakyat da deerah delar 
.claksanakan fungsi, gas, dan wewenang lemabaga, mengembangkan 
Ir.ekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta 
meningkatkan kuahitas, produktivitas, kirerja pR, juga untuk 
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 

Maten muatan Peraturan Pemerintah ini juga menata sekretariat fraksi 
melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ah!i fraksi ole 

sekretariat DPRD Begitu pula daam al meningketkar kuaitas kinerja 
alat kelengapan DPD diatur pula mengenai pembentukan kelompok 
pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 

IL PASAL DEMI PASAL 

Cukrup jelas 



• 

Pasal 2 
Yang dimaksud dengan pajaknya" adalah pajak atas 
pengasilan sehubungan dengan pekerjaan, jass, atau kegiatan 
dengan nama dan dalarm bentuk apa pun yang ditcrima atau 
diperoleh wajb pajak orang pribadi dalam aegeri sesuai denga.n 
etentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

Fasai 

Pasal 5 

Pasal 6 

Pasal 7 

Pasal 8 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Cukupjelas 

Cukup jelas. 

Ayat !IJ 

Cukup jelas 
Ayat {2l 

Tunjangan kcuanga diber:kan dalam bentuk tunjangan 
isini/sami dan tunjangan anak kepada Pimpian dan 
Anggota DPRD yang meriliki istri/suami dan anak 
yang san berdasarkan ketentuan peratran perundang 

undangan 
Ayat (3 

Cukupjelas. 

Cukup iclas 

Cukupjelas 

Cukup jelas 
Pasal 10 

Cukupjelas. 
aeal 11 

Cukup jelas 
Pasad 12 

Cukupjelas 
Pass1 13 

Cukup jclas. 
asa} 14 

Culup 0las 
Pasal 15 

Cukup jelas 
sal 16 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Cukupjclas. 
Pasal 18 

Culp elas. 
Pasal 19 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dcngan pcmcriksaan keschatan yang 
bertujuan untuk mcngetahut status kesehatan" adalah 
medical check up. 

Ayat () 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 



asal 20 
Cukup jelas 

Pasal 2l 
Cukup jelas 

Pasal 22 
yat (l) 

Yang dimaksud dengan rumah negara" adalah 
yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungs 
tempat tinggal atau humian dan sarana pe 
keluarga serta menunjang pclaksanaan tugas jaba 

Ayat (2) 
Cukup jeas 

Ayat (33) 
Cukup jelas. 

Ayat (4j 
Cukup jelas 

Pas.al 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup ielas 

Pasa1 25 
Cukup jelas 

Paeal 26 
Cukup jclas 

Pusul 27 

Yang dimaksud dengan "udak dapat diberikan kcpada Pimpinan 
dan Anggot DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah 
disediakan dan telah ditempati, dibuni, atau dpakai rumah 
negara dan perlengkapannya serta kcndaraan dinas jabatan 
maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi, hegit pula scbaliknya. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 
Pasal 29 

Cukup jelas 
Pasal 30 

Cukup jclas 
Pasul 3l 

Cuup jclas. 
Pasal 32 

Culup jelas 
Pasal 33 

Cukup jclas 
Pasa! 34 

Ayat [J 
Cukup jelas 

Ayat 2) 
Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai 
pembayaran uang lelah/inseptif/uang kehornatan/ ang 
saku atau sjoaisnya datam mengikuti kegiatan-kegiatan 
DP'RD 

Ayat 3) 
Cukup jelas 



Pasal 36 
Ayat (J 

Yang daksud dengan "representasi" antara lain 
menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang 
ala i masyarakat, melaksaakan dan mensosialisasikan 
kebijakan DPRD kepada selruh Anggota DPRD 

Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk 
pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung 
kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD 

Yang dimaksud dengan kebutuhan lain" antara lain untuk 
mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari 

jadi dacrah, pelantikan pejabat daerah, mclauken 
koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, 
musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, 
mcnjadi juru bicara DPRD dan pemberian bant;an 
kepada masyarakat/keiompok masyarakat yang sifatnya 
insidental 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jclas 

Pasal 38 
Cukup j0las 

Pasad 39 

cukup ielas 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
Passl 41 

Cukup jelas. 
Pase1 42 

Cukup jelas 
Pas1 43 

Cukup cla 
Pas@l 44 

Cukup;clas 

Pas@l 45 
Cukup jelas. 

Pasad 46 

Cukup jelas 
fasa! 47 

Cukup jelas 
Pasal 48 

Cukup jelas 
Pasal 49 

Cukup jelas 
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